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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus pemutusan hubungan 

kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. Perdana Intisawit Perkasa 1 (PT 

PIS1) terhadap delapan pekerja mereka. PHK dilakukan di antaranya karena ada 

restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan serta adanya 

dugaan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa buruh. Pihak PT PIS 1 

menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PUK-SPSSI pasal 50 nomor 3, 

pasal tersebut menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan “alasan 

mendesak” dapat dilakukan perusahaan tanpa surat pemberitahuan PHK kepada 

buruh. Ini jelas saja bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) secara sepihak. 

 

Selain bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, 

tindakan PHK sepihak pun juga bertentangan dengan pasal 161 Perjanjian Kerja 

Bersama itu sendiri yang menyebutkan  bahwa pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan 

diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Oleh 

karena adanya tindakan PHK Sepihak sebab terdapat dua aturan yang saling tidak 

sesuai, maka seharunya yang diikuti adalah aturan tertinggi.  

 

Rumusan dari penelitian ini yaitu Bagaimana Penyelesaian sengketa 

pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PT PIS I) 

di desa Kepenuhan Barat Mulya dan Apa pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk Penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja sepihak 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan jawab dari 

rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, 

dengan pendekatan preskriptif-kualitatif.  

 

Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa diawali melalui 

perundingan bipartit namun tidak menemukan hasil, sehingga dilanjutkan melalui 

mediasi perundingan tripartit yang melibatkan Diskoptransnaker Kabupaten Rokan 

Hulu sebagai mediator. Hasil perundingan menunjukkan adanya kedamaian antara 

kedua belah pihak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dari aspek 

hukum lainnya. Hasil dari perundingan tersebut yaitu para buruh yang bersengketa 

tetap dipekerjakan di PT PIS 1. 

 

Kata Kunci: PHK, Sepihak, Bipartit, Tripartit, Mediasi 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the occurrence of unilateral termination of 

employment by PT. Perdana Intisawit Perkasa 1 (PT PIS1) against eight of their 

workers. The layoffs were carried out, among other reasons, due to restructuring 

to improve the company's performance efficiency and allegations of misconduct by 

some workers. PT PIS 1 relied on the Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PUK-SPSSI 

2021-2023 50 number 3, which states that termination of employment for "urgent 

reasons" can be done by the company without issuing a termination notice to the 

workers. This clearly contradicts UU No. 13 Tahun 2003 concerning Manpower, 

which prohibits companies from unilaterally terminating employment. 

In addition to conflicting with UU No. 13 Tahun 2003 concerning Manpower, 

unilateral termination of employment also contradicts Article 161 of the Collective 

Labor Agreement itself, which states that employers can terminate employment 

after issuing the first, second, and third warning letters consecutively to the 

respective workers. Due to the contradiction between these two rules regarding 

unilateral termination of employment, the higher rule should be followed. 

The formulation of this research is how to resolve the dispute over unilateral 

termination of employment by PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PT PIS I) in the 

village of Kepenuhan Barat Mulya and what considerations are taken in deciding 

the resolution of the dispute over unilateral termination of employment. The aim of 

this research is to describe the answers to the research questions. The research 

method used is empirical-juridical, with a prescriptive-qualitative approach. 

The results of this research indicate that the dispute resolution began through 

bipartite negotiations but did not yield results. It was then continued through 

tripartite mediation negotiations involving the Diskoptransnaker of Rokan Hulu 

District as a mediator. The results of the negotiations showed peace between the 

two parties based on considerations from the Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

PUK-SPSSI 2021-2023, UU No. 13 Tahun 2003 concerning Manpower, and other 

legal aspects. The outcome of the negotiations is that the disputed workers remain 

employed at PT PIS 1. 

Keywords: PHK, Unilateral, Bilateral, Tripartite, Mediation 
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